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1.1 Latar Belakang

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan dmad wangat penting
bagi masyarakat. Oleh karena itu, bukanlah halgyarengherankan apabila
kinerja pemerintahan menjadi perhatian bagi sekiamponen masyarakat dan
instansi yang terkait. Sebagai wujud perhatian,apadlan Agustus hingga
Oktober tahun 2007, Komisi Pemberantasan KorugBiK) melakukan survei
tehadap 65 unit layanan di 30 departemen/instangkdt pusat di wilayah
Jabodetabek, dengan jumlah responden 3611 oramguuea layanan langsung.
Hasil survei tersebut menunjukkan nilai yang kuramgmuaskan terhadap
integritas yang ada dipemerintahan Indonesia. Ka®eingan yang terlihat dari
survei tersebut adalah pemerintahan Indonesia nsihdarigood governance
(Survei KPK 2007).

Kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang memdidd governance,
serta kesadaran akan kemampuan dan kondisi In@oy&sg masih belum dapat
mencapainya, pada dasarnya telah dimiliki oleh pertad Indonesia. Hal ini
mendorong pemerintah untuk beinisiatif melakukaayapmenuju pemerintahan
yang memiliki good governance yaitu salah satunya adalah dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi dan KomunikasiK{TI Kesungguhan
pemerintah dituangkan melalui Instruksi Presidempr@s) no 3 tahun 2003

mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional PengenamaegGovernment, serta
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Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi mengePanduan Penyusunan

Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembagaladdekan Inpres

tersebut, disebutkan bahwa tujuan pemerintah umhgéningkatkan kualitas

layanan publik secara efektif dan efisien melaltGaernment, diwujudkan
melalui pengembangan:

= Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pakyapublik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuashk@syarakat luas serta
dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pt@p saat tidak dibatasi
oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjanglkdiunoasyarakat.

» Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usahzk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan memperkwaharkpuan
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangamasibnal.

» Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi delegaraga-lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog publiki Ipagsyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

» Pembentukan sistem manajemen dan proses kerjatrgargparan dan efisien
serta memperlancar transaksi dan layanan antaralgmipemerintah dan
Pemerintah Daerah otonom.

Keinginan pemerintah untuk mewujudkagood governancedengan
menggunakan TIK bukanlah hal yang tak mungkin diwujudkan. “Internet
memiliki kemampuan untuk memberikan peluang untakch, richness dan
affiliation” (Chaffey 2007). Hal ini memungkinkan pemerintamgalidukung
oleh e-Government untuk memiliki informasi yang e dan transparan,

interaksi yang kaya dan komunikasi yang terbukeda stapat menjangkau seluruh
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nusantara. Selain itu, pemerintah juga mungkinkirtterafiliasi dengan berbagai
kalangan, baik masyarakat, bisnis, maupun intggeaierintahan sendiri, secara
efisien dan efektif. Manfaat lain yang dapat dgpein pemerintah melalui
pemanfaatan e-Government adalah pemerintah dapatbend&an pelayanan
kepada masyarakat dengan tanpa batas waktu daattemp

Dalam rangka mengembangkan e-Government di Indanleskanlah usaha
yang mudah bagi pemerintah Indonesia. Selamaéigksanaan e-Government
di Indonesia mengalami berbagai macam kendala. ahSahtunya adalah
kenyataan bahwa internet belum dapat dimiliki odelmua lapisan masyarakat,
dikarenakan oleh faktor tarif dan infrastrukturidaternet (Hasibuan 2007).

Kenyataan mengenai sulitnya pengembangan e-Govetnimekan berarti
merupakan suatu hal yang mustahil bagi pemerintgbhkudapat berinteraksi
dengan masyarakat luas yang ada di Sabang sampugird®erauke di kemudian
hari. Sebuah optimisme dapat dibangun, apalaggatemmelihat tren internet
yang semakin besar penggunanya. Hal ini berdasasskasei yang dilakukan
oleh APJII (dapat dilihat di tabel 1.1) terhadapkpenbangan jumlah pelanggan
dan pengguna internet dari tahun 1998 sampai dep@@n yang menunjukkan

angka peningkatan yang terus bertambabh.
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Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (APJII, 2007)

Tahun Pelanggan Pemakai
1998 134.000 512.000
1999 256.000 1.000.000
2000 400.000 1.900.000
2001 581.000 4.200.000
2002 667.002 4.500.000
2003 865.706 8.080.534
2004 1.087.428 11.226.143
2005 1.500.000 16.000.000
2006 1.700.000 20.000.000
2007 2.000.000 25.000.000

1.2 Permasalahan

Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah padama®@03 sebagai inisiatif
pengembangan e-Government nampaknya telah membudlalssl yang cukup
menggembirakan. ~ Kebijakan yang hadir sebagai atiispengembangan e-
Government, disambut dengan cukup baik oleh lembeEghaga pemerintahan di
Indonesia.  Hal ini terlihat dari data yang diahd®tahun setelah kebijakan
dibuat pada tabel 1.2, yaitu dari 539 lembaga petadian yang ada, 53,61%

diantaranya telah memiliki situs web sendiri.

Tabel 1. 2 Jumlah SitusWeb Pemerintah Pada Tahun 2004 (D
Web yang

Web yang
Bisa Tdk Bisa
Dibuka Dibuka

Situs Per sentase

Lembaga/l nstansi Jmh Web (%)

?iig;’iKem’ Lembagal 57 37 100 37(100%)|  0(0%)
Lembaga Pemerintal 32 o8 88 28(100%) 0(0%)
Non Departemen

Pemprov/Pemkabl | 4, 224 48 201(90%)|  23(10%
Pemkot

! Perkiraan sampai dengan akhir tahun 2007
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Tabel 1. 3 Kondis Situs Web Pemda Pada Desember 2008 (Hendriawan 2008)2

a a AKSesID o

0 Propins Pemprov &
S . -+ Blle a3 aa
1 | NAD 24 17 17 0
2 | Sumatera Utara 34 23 15 8
3 | Sumatera Barat 21 18 10 8
4 | Jambi 12 10 10 0
5 | Riau 12 12 11 1
6 | Kepulauan Riau 8 7 5 2
7 | Sumatera Selatan 16 13 11 2
8 | Bangka-Belitung 8 7 7 0
9 | Bengkulu 15 4 3 1
10 | Lampung 15 10 8 2
11 | Banten 7 6 6 0
12 | DKI Jakarta 7 7 6 1
13 | Jawa Barat 27 26 21 5
14 | Jawa Tengah 36 34 30 4
15 | DI Yogyakarta 6 6 6 0
16 | Jawa Timur 39 36 33 3
17 | Kalimantan Barat 15 8 8 0
18 | Kalimantan Tengah 15 12 8 4
19 | Kalimantan Selatan 14 14 12 2
20 | Kalimantan Timur 14 13 10 3
21 | Bali 10 10 10 0
22 | Nusa Tenggara Barat 11 10 9 1
23 | Nusa Tenggara Timur 22 13 12 1
24 | Sulawesi Utara 16 10 7 3
25 | Gorontalo 7 3 3 0
26 | Sulawesi Tengah 12 7 3 4
27 | Sulawesi Tenggara 13 6 5 1
28 | Sulawesi Selatan 25 21 18 3
29 | Sulawesi Barat 6 5 5 0
30 | Maluku 12 5 5 0
31 | Maluku Utara 10 6 6 0
32 | Papua 30 15 11 4
33 | Papua Barat 11 8 6 2
J umlah 530 402 337 65

2 Dikutip dari penelitian yang sedang berjalan bexsan dengan penelitian ini, yang dilakukan
Hendriawan berjuduContent AnalysiSitus Web Pemerintah Daerah
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Namun sayangnya, menjamurnya e-Government tidakbdingi dengan
kualitas yang baik. Contoh salah satu bentuk taslyang kurang baik yang
dapat dicermati adalah dari sisi aksesibilitaspdalilihat dari data Depkominfo
pada tahun 2004 di tabel 1.2, dari 224 situs weimepmtah di tahun 2004,
terdapat 10% web yang tidak dapat dibuka. Hal yaegarik adalah angka ini
mengalami kenaikan pada Desember 2008. Berdasat&tn dari penelitian
Hendriawan di table 1.3, dari 402 situs web dikatgPemda, terdapat 65 situs
yang tidak dapat diakses, atau 16 % dari tota$ situng ada.

Dari fakta terhadap kualitas yang kurang ini, penuhengindikasikan
adanya kecenderungan bahwa e-Government di Indomesiih berupa kehadiran
fisik dan hanyalah sekedar formalitas untuk memetwitutan kebijakan Inpres
no 3/2003. Selain itu, penulis juga mengindikasikedanya kecenderungan
bahwa e-Governmment yang ada, masih kurang dapaberikan manfaat secara
optimal.

Agar e-Government mampu memberikan manfaat yangmapt maka
penulis menilai e-Government di Indonesia harust@ncapai kondismature
yaitu kondisi matang atau sempurna. Untuk menc&paidisi mature ini,
tentunya diperlukan sebuah proses, yang didalanengai dari berbagai tahapan.
Agar e-Government di Indonesia dapat secara temaeicapai kondismature
maka disetiap tahapan perlu adanya sebuah modgl sesuai dan tepat untuk
kondisi e-Government di Indonesia dan ruang lingikap dari e-Government
tersebut. Tujuan dari pemodelaraturity ini adalah untuk menjadienchmark
bagi e-Government sehingga mampu menentukan stadgadangkah yang tepat

untuk mengembangkan e-Government sehingga menkapdisi mature.
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Kesadaran dan keinginan pemerintah agar e-Govetnrygmng ada di
Indonesia mampu mencapai kondisi yanwature mendorong Depkominfo
sebagai regulator TIK di Indonesia untuk melakupameringkatan terhadap e-
Government yang ada. Untuk dapat melakukan pegiexian ini, Depkominfo
pada tahun 2007 mulai memperkenalkan sebuah pextingkuk melakukan
assessmentterhadap e-Government, vyaitu PeGl (Peringkat ee@Gowent
Indonesia). Tujuan yang ingin dicapai oleh pentahindari PeGl adalah
(Depkominfo 2007):

* menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfiditat lingkungan
pemerintah

= memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaat#nh dillingkungan
pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbamgoteyektif

* mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingeunmpemerintah secara
nasional

Untuk dapat mencapai tujuannya, terutama untuk asengacuan serta
mendapatkan peta pemanfaatan TIK, maka PeGIl harusEmpu melihat e-
Government secara menyeluruh. Pada saat ini, Re@landang e-Government
dalam lima dimensi, yaitu (Depkominfo 2007):
= kebijakan, yaitu segala sesuatu yang terkait demgaduk hukum ataupun

dokumen-dokumen resmi yang memberi arah dan mengopemanfaatan
TIK, yang terdiri dari:

0 visi dan misi

o strategi pemanfaatan TIK

o0 standar (laporan)
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o0 pedoman (misalnya keamanan informasi)
0 peraturan
0 kebijakan Anggaran
= kelembagaan, yaitu terkait dengan keberadaan aasiniyang memiliki
wewenang dalam pemanfaatan dan pengembangan TH&anlémdikator:
0 keberadaan organisasi struktural yang lengkap @aaran fungsi CIlO,
dukungan teknis dan lain lain)
0 tupoksi yang jelas
0 kelengkapan unit dan aparatur (jumlah, kompeteasisiatus)
0 legalitas (dasar hukum)
» infrastruktur, yaitu segala sesuatu yang berhubmungengan sarana dan
prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK, yanuiteiaali:
0 piranti keras komputer

0 piranti lunak

(@]

jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet)

o “service delivery chanrigfweb, telepon, sms dan lain lain)

o

fasilitas pendukung (AC, UPS, Gens&tcess Contrgl
= aplikasi, yaitu terkait dengan ketersediaan dan grdaatan piranti lunak
aplikasi
» perencanaan, yaitu terkait dengan adanya perentymaag dilakukan untuk
melakukan pemanfaatan dan pengembangan TIK
Dari dimensi dan indikator yang dimiliki oleh PeGliatasnya, maka
sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah PeGI| sudampu memotret seluruh

sisi dari e-Government?
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Dengan mengasumsikan bahwa dimensi dalam PeGl tekicangkup
seluruh dimensi yang dimiliki oleh e-Government,kagenilaian kelengkapan
PeGl dapat disederhanakan dengan menilai kelengke@@! dari indikator yang
dimilikinya. Untuk menilai kelengkapan indikatoanl PeGlI, dapat digunakan
konsepKey Perfomance IndikatofKPI). KPI sendiri memiliki tiga tipe, yaitu
(Harvard Business School Publishing, Cave Maatial 1997):
= KPI Proses: menilai dari efesiensi atau produkds/dlari sebuah proses bisnis,
misalnya: jumlah hari yang dibutuhkan untuk nustiversebuah layanan.

= KPI Input: menilai dari aset atau sumber daya yaligvestasikan atau
digunakan untuk mendapatkan hasil bisnis, misalpyeilah dana yang
dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi .

=  KPI Output: menilai dari hasil finansial atau namainsial dari aktivitas bisnis,
misalnya:return on investmer{ROI).

Berdasarkan tipe dari KPI yang dipaparkan diateskarsebenarnya PeGil
dengan lima dimensinya barulah menilai e-Governnd@nt sisi input saja. Hal
ini dikarenakan PeGl baru memandang sumber daya ymiliki oleh e-
Government sebagai faktor yang mempengamtaturity dan kemampuan
mencapai tujuan.

Untuk dapat memberikan model yang utuh untuk e-@owent di
Indonesia, maka diperlukan untuk menilai e-Govemirrdari tiga bentuk KPI
tersebut. Oleh karena ittgsearch question yang akan diangkat dalam penelitian
ini adalah:

Bagaimanakah bentuk kerangka acuan (framework) maturity yang tepat

untuk proses e-Government yang ada di Indonesia?
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.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkebuah panduan yang
dapat digunakan untuk pengembangan e-Governméndainesia sehingga dapat
menujumaturity, terutamagpada sisi proses.

Manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui péaelini adalah:

» dapat melengkapi PeGl dari sisi proses sehinggapmamenjadimaturity
frameworkyang lebih utuh
= dapat menjadi referensi untuk penelitian lain yaegupa dimasa yang akan

datang.

|.4 Pembatasan M asalah

Pada penelitian ini, penulis akan membuat selgthrity frameworkuntuk
e-Government di Indonesia, tanpa menutup mata dkelmeradaan PeGl.
Mengingat PeGl hanya memandama@turity dari sisi input, maka penelitian ini
akan mengembangkanaturity frameworkdengan memandangnygari sisi yang
berbeda dengan PeGl, namun berangkat dari dimemgj gudah ada di PeGl.
Penelitian akan dititikberatkan pada pengembangeturity framewokdisisi
proses dari e-Government. Untuk jenis pemerintapamng difokuskan pada
penelitian ini adalah Pemerintah Daerah tingkatvipgd (Pemprov) maupun
kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Indonesia, dim@duanya memberikan
jenis pelayanan yang lengkap dan cenderung mirip.

Walaupun dalam penelitian ini akan mengeksplosihl dalam mengenai

PeGl, namun dalam penelitian ini tidak akan methyekoreksi serta perbaikan
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yang ada pada dimensi maupun indikator input yaimy & PeGl. Selain itu,
walaupun penelitian ini akan menghasilkan seb@ramework namun pada
penelitian ini tidak akan dihasilkan sebuabol teknis untuk melakukan
assessment. Totdknis yang dimaksud, salah satu contohnya adsalanyaan
yang digunakan sebagai survei untuk mengukur tingkaturity dari e-

Government.

.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 6 bab, yaitu yang terdiri:d

= Bab | Pendahuluan
Pada bab | dipaparkan mengenai latar belakangteiera besar penelitian,
permasalahan yang diangkat melalui penelitian seyta batasan dari
penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada balpula penulis memaparkan
tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis gdanelitian yang
dilakukan. Kemudian pada bagian akhir dari bab jp@nulis melengkapi
paparan sebelumnya dengan sistematika dari yangakgn dalam penulisan
tesis ini.

= Bab Il Landasan Teori
Pada bab Il dipaparkan mengenai teori-teori danil fderi penelitian-
penelitian sebelumnya yang mendukung dan menjadaradagi penulis

dalam melakukan penelitian.
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= Bab Ill Metodologi Penelitian
Pada bab Ill dipaparkan mengenai kerangka bergiir penulis mengenai
penelitian yang dilakukan. Selain itu, penulisgugemaparkan mengenai
alur berpikir yang digunakan dalam penelitian. rAberpikir ini terdiri dari
urutan langkah-langkah sistematis dan metode a&flanikt yang digunakan,
dengan tujuan sebagai panduan bagi penulis daldakokan penelitian.

= Bab IV Analisis
Pada bab IV dipaparkan mengenai analisis penutlsadap proses-proses
yang ada dalam e-Government di Indonesia, sertaikatwt yang
mempengaruhinya. Analisis dilakukan dengan idisai melalui indikator
input yang ada di PeGl, dengan berlandaskan paafaté®ri terkait dan
faktor-faktor unik di Indonesia (seperti kebijakan)

= BabV Perancangan
Pada bab V dipaparkan mengenai proses perancamrgapracess maturity
framework dengan menggunakan input yang berasal dari hasilisen
sehingga menjadi output yang diharapka@utput dari bab ini merupakan
output akhir dari penelitian, yaitu sebyaiocess maturity framewark

= Bab VI Penutup
Pada bab VI dipaparkan kesimpulan dari keseluryitases penelitian yang
dilakukan. Selain itu juga, pada bab ini dipapark@ngenai kekurangan dari
penelitian yang dilakukan dan saran untuk penglisalanjutnya, dengan

tujuannya agar penelitian selanjutnya dapat dilakukengan lebih baik.
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